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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

  Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian jaksa dan 

penuntut umum. Bunyi Pasal 1 butir 1 adalah 

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 
wewenang lain berdasarkan undang-undang.” 

  
Sedangkan Pasal 1 butir 2 berbunyi:  

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 

hakim.” 

  Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) undang-undang di atas, tugas jaksa adalah. 

melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana 

tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan 

untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

   Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa tidak bertugas untuk 
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membuat surat dakwaan atau surat tuduhan melainkan hanya membuat surat  

pelimpahan  perkara ke pengadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik 

Indonesia, jaksa bertugas membuat surat tuduhan atau dakwaan sesuai dengan 

Pasal 12 ayat (1). Jaksa dalam membuat surat dakwaan dengan catatan bahwa 

dalam hal surat dakwaan kurang memenuhi syarat, maka jaksa wajib 

memperhatikan saran-saran yang diberikan hakim sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 12 ayat (2) yang kemudian diperjelas dengan Surat Edaran 

Mahkamah Agung nomor 6/MA/1962/23/SE tertanggal 20 Oktober 1962.1 

   Dalam Het Herziene Inlands Reglement (HIR) surat tuduhan dibuat oleh 

Ketua Pengadilan Negeri yang dirumuskan dalam “Acte Van Verwijzing” yakni 

akte yang menyerahkan perkara ke persidangan dan memuat perbuatan-perbuatan 

yang dituduhkan. Surat tuduhan atau acte van verwijzing atau surat dakwaan 

adalah akte yang menjadi dasar bagi pemeriksaan di Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.2 

 Surat dakwaan sangat penting dalam proses penanganan perkara pidana 

karena surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat 

dituntut atau dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perbuatan-

perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. 

  Setelah berlakunnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntut umum baru dapat 

disebut sebagai mandiri dalam pembuatan surat dakwaan seperti telah ditentukan 

                                                 
1 Prapto Soepardi. Surat Dakwaan. Surabaya: Usaha Nasional. 1991.  halaman 11-12 
2 Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.  halaman 300 
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dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Sehingga tenggang waktu antara mulai 

berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 sampai dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat disebut sebagai masa persiapan atau transisi 

bagi jaksa untuk menjadi seorang penuntut umum yang benar-benar mandiri. 

Sekarang penuntut umum diwajibkan untuk selalu meningkatkan kemampuan di 

dalam menjalankan tugasnya yang pada akhirnya benar-benar menjadi seorang 

penuntut umum yang profesional di dalam segala seginya, antara lain penuh 

inovasi sehingga dapat bertindak dengan cepat, cermat, dan tepat.3 

  Untuk mencegah kekhilafan atau kekeliruan, maka sebelum merumuskan 

surat dakwaan sebaiknya dibuat materi ringkasan (matrik) yang memuat unsur-

unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan serta alat bukti yang telah 

diperoleh atau yang ada.4 

  Peranan surat dakwaan salah satunya adalah sebagai dasar tuntutan 

pidana (requisitoir). Requisitoir adalah kewenangan penuntut umum untuk 

mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selasai oleh hakim 

ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a 

KUHAP. Dalam buku “Peristilahan hukum dalam praktek” (Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia, 1985) memuat kata “Requisitoir” yaitu tuntutan hukuman 

jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.5 

    Penuntut umum akan berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah 

terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat, 

petunjuk, dan juga dengan bukti diam seperti jejak kaki atau tangan dan benda-

                                                 
3 Prapto Soepardi. Op. Cit. halaman 12 
4 Leden Marpaung. Op. Cit. halaman 301 
5  Ibid. halaman 401 
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benda yang menjadi barang bukti. Pada ujung tuntutan yang biasa disebut 

requisitoir penuntut umum tersebut, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak 

disebutkan dalam undang-undang. Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya 

terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat 

menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur dipandang sebagai hal yang 

meringankan terdakwa. Hal-hal tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan 

hal-hal yang memberatkan pidana seperti residivis, gabungan delik, dilakukan 

dengan berencana. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah hakim dalam 

membuat keputusan.6  

   Surat tuntutan (requisitoir) memuat hal-hal mengenai:7 

a. Hal tindak pidana yang didakwakan; 

b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan; 

c.  Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum 

atas peristiwa yang didakwakan; 

d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan; 

e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim. 

Mengenai huruf a hal tindak pidana yang didakwakan perlu disebut kembali 

dalam dalam surat tuntutan (requisitoir), dalam praktik telah menjadi kebiasaan 

untuk memuatnya dengan menyalin kembali seluruh bunyi surat dakwaan. 

Penyalinan seluruh bunyi surat dakwaan ditempatkan pada awal surat tuntutan. 

                                                 
6 Andi Hamzah. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 1993. 

halaman 119 
7 Adami Chazawi. Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Bayumedia. 2005.  halaman 

151 
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 Mengenai huruf b fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat 

dengan sistematika berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yaitu dimulai 

dari fakta-fakta keterangan, saksi-saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan 

alat-alat bukti. Pencatatan mengenai fakta-fakta harus dilakukan secara benar dan 

transparan. 

 Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan kemudian dianalisis. 

Pekerjaan hukum diarahkan pada tiga hal antara lain: 

a. Bentukan konstruksi peristiwa yang sesungguhnya terjadi; 

b. Bentukan konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut; 

c. Kesimpulan yang ditarik atas bentukan konstruksi peristiwa dan bentukan 

hukumnya. 

   Surat tuntutan (requisitoir) yang baik adalah surat tuntutan yang 

mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti 

penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan bentukan 

peristiwa dan bentukan hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan 

hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang 

didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa terdakwa dapat 

memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang 

terjadi. Kesimpulan yang benar dari sudut hukum yang didukung oleh doktrin 

hukum maupun ilmu sosial lainnya dan keadilan merupakan taruhan 

keprofesionalan dan kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum.    

  Dari kesimpulan yang ditarik itulah jaksa penuntut umum mengajukan 

permintaan pada majelis hakim, baik mengenai kedudukan perkara itu dalam 
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hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan maupun terhadap terdakwa 

sendiri mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dimohonkan.8 

   Setelah ketua majelis atau ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan 

ditutup (Pasal 182 ayat (2) KUHAP), maka hakim mengadakan musyawarah 

yang dipimpin ketua majelis atau ketua sidang yang mengajukan pertanyaan 

dimulai dari hakim yang termuda sampai dengan hakim yang tertua. Pertanyaan 

yang dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang 

bersangkutan terhadap perkara tersebut. Hakim yang bersangkutan mengutarakan 

pendapat dan uraian-uraiannya dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya 

tentang hal-hal formil barulah kemudian tentang hal-hal material yang 

kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum. Hal-hal formil 

tersebut adalah mengenai :9 

a) Kewenangan Pengadilan Negeri dimana majelis hakim bersidang 

memeriksa perkara tersebut; 

b) Pertanggungjawaban terdakwa; 

c) Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat; 

d) Apakah surat dakwaan dapat dapat diterima atau tidak, hal ini berkenaan 

dengan nebis in idem. 

 Setelah hal formil dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat materi perkara 

misalnya: 

a) Perbuatan mana yang telah terbukti dan tidak terbukti dipersidangan; 

b) Unsur-unsur mana yang terbukti dan alat bukti apa yang mendukungnya; 

                                                 
8  Ibid. halaman 153 
9 Leden Marpaung. Op. Cit. halaman 407 
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c) Hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa. 

 Dalam hal hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada 

terdakwa, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dapat sesuai dengan 

surat tuntutan (requisitoir) yang telah dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum 

dalam proses persidangan. Namun seorang hakim dapat juga menjatuhkan 

hukuman kapada terdakwa, berbeda dengan apa yang ada dalam surat tuntutan 

(requisitoir).  

 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui hal ikhwal surat tuntutan (requisitoir) dalam proses perkara pidana 

karena seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dapat 

berbeda dengan apa yang ada dalam surat tuntutan (requisitoir) jaksa penuntut 

umum. Maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi tentang : “SURAT 

TUNTUTAN (REQUISITOIR) DALAM PROSES PERKARA PIDANA”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

   Rumusan masalah atau sering disebut problematika merupakan bagian 

penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu 

seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu 

permasalahan yang jelas sehingga proses pemecahannya akan terarah dan 

terfokus pada permasalahan tersebut. 

 Sesuai dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak 

diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Apa dasar hukum surat tuntutan (requisitoir) ? 
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2.  Bagaimana fungsi dan kedudukan surat tuntutan (requisitoir) dalam perkara 

pidana ? 

3. Bagaimana pendapat terdakwa atau penasehat hukumnya mengenai surat 

tuntutan (requisitoir) penuntut umum ? 

4.  Bagaimana tata cara penyusunan surat tuntutan (requisitoir) dan pedoman 

tuntutan pidana ? 

5.  Hambatan apa saja yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam menyusun 

surat tuntutan (requisitoir) ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

   Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui dasar hukum surat tuntutan (requisitoir) dalam proses 

perkara pidana. 

b. Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan surat tuntutan (requisitoir) 

dalam proses perkara pidana. 

c. Untuk mengetahui pendapat terdakwa atau penasehat hukumnya 

mengenai surat tuntutan (requisitoir) penuntut umum. 

d. Untuk mengetahui tata cara penyusunan surat tuntutan (requisitoir) dan 

pedoman tuntutan pidana  

e. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam 

menyusun surat tuntutan (requisitoir). 
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2) Tujuan Subjektif 

a) Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum acara pidana 

khususnya fungsi dan kedudukan surat tuntutan (requisitoir) dalam proses 

perkara pidana. 

b) Sebagai pelatihan untuk senantiasa memiliki pola berfikir sistematis 

sehingga mengasuh kemampuan berfikir secara ilmiah. 

c) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1) Bagi ilmu pengetahuan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

perkembangan ilmu hukum acara pidana. 

2) Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta 

tambahan pengetahuan khususnya tentang fungsi dan kedudukan surat 

tuntutan (requisitoir) dalam proses perkara pidana. 

 

E.  Kerangka Pemikiran 

   Pada acara pemeriksaan biasa di pengadilan negeri, hakim dan pengadilan 

negeri yang berwenang menerima surat pelimpahan perkara dari kejaksaan. 

Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri menetapkan tanggal dan hari 

persidangan. Dalam persidangan terdakwa akan ditanya mulai dari nama sampai 
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dengan peristiwa-peristiwa tindak pidana yang terjadi yang terdakwa alami atau 

lihatnya. Untuk membuktikan perkataan terdakwa tersebut, di persidangan 

dihadirkan saksi-saksi yang mungkin dapat memberatkan atau meringankan 

terdakwa.  

   Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. 

Oleh karena tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 

menemukan kebenaran yang sejati. Untuk mencari dan menemukan kebenaran 

tersebut telah diatur dalam perundang-undangan hukum acara pidana yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang 

kemudian dikenal dengan sebutan KUHAP.10 

   Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk 

menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti 

yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan 

tindak pidana. Pengertian dari kata sekurang-kurangnya tersebut di atas bila 

dihubungkan dengan alat bukti yang sah seperti yang tersebut dalam Pasal 184 

ayat (1) KUHAP, maka perkataan sekurang-kurangnya itu berarti merupakan dua 

di antara lima alat bukti yakni :11 

a) Keterangan saksi; 

b) Keterangan ahli; 

c) Surat; 

d) Petunjuk; 

e) Keterangan terdakwa. 

                                                 
10 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.  halaman 8 
11  Ibid.  halaman 85-86 
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 Surat tuntutan (requisitoir) merupakan bagian yang penting dalam proses 

hukum acara pidana. Surat tuntutan (requisitoir) dibuat secara tertulis dan 

dibacakan di persidangan dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP.  

Surat tuntutan (requisitoir) mencantumkan tuntutan jaksa penuntut umum 

terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun 

berdasarkan pemeriksaan saksi dan saksi ahli, alat bukti, dan keterangan 

terdakwa. Berbeda dengan surat dakwaan yang disampaikan di awal persidangan, 

belum ada ancaman pidananya, dan disusun berdasarkan berita acara polisi. 

  Fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan di sidang 

pengadilan negeri, sebagai dasar pembuatan surat tuntutan (requisitoir), sebagai 

dasar pembuatan pembelaan terdakwa dan atau pembelanya, sebagai dasar bagi 

hakim untuk menjatuhkan putusan, dan sebagai dasar pemeriksaan peradilan 

selanjutnya. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut 

Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan 

hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.12 

 

F.  Metode Penelitian 

   Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari 

penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana 

seseorang harus bertindak. Metode dapat dirumuskan suatu tipe pemikiran yang 

                                                 
12  E-Sasrodanukusumo. Tuntutan Pidana. Jakarta: Siliwangi. halaman 236 
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dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu 

pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.13 

  Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan 

sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat 

ilmiah, sedang sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian 

yang berlaku untuk sebuah karya tulis.14 

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

1.  Metode Pendekatan 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris, penelitian 

yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan 

kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum 

dalam prakteknya. 

2.  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bermaksud memberikan gambaran 

secara jelas mengenai hal ikhwal surat tuntutan (requisitoir) dalam proses 

perkara pidana. 

3.   Sumber Data 

  Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber data primer 

                                                 
13 khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiyanto. Metode Penelitian hukum. Surakarta: Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 2004. halaman 1 
14 Sutrisno Hadi. Metodologi Riset. Anai Offset. Yogyakarta. 1985. halaman 63 
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 Data primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari 

lapangan, dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti 

dalam hal ini adalah keterangan dari para pihak yang berhubungan 

dengan fungsi dan kedudukan surat tuntutan (requisitoir) dalam proses 

perkara pidana yaitu jaksa penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung data 

primer yaitu buku-buku, dokumen, doktrin, peraturan perundang-

undangan, dan sumber tertulis lainya yang berkenaan dengan masalah 

yang diteliti. 

4.  Metode Pengumpulan Data 

  Dengan penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara 

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan mengenai fungsi surat tuntutan 

(requisitoir) dalam proses perkara pidana. 

b.  Studi Kepustakaan 

  Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-

buku, dan bahan pustaka lainya yang ada hubunganya dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 
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 5. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yaitu analisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran 

yang diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti kemudian didiskusikan dengan data yang telah 

diperoleh dari objek yang diteliti sebagai kesatuan yang utuh sehingga 

akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. 

 

G.  Sistematika Penulisan 

   Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah 

ini maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan 

skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap 

bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasanya. 

Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut : 

   Dalam Bab Pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

   Dalam Bab Tinjauan Pustaka akan dibahas mengenai tentang Sistem 

Peradilan Pidana di Indoesia yang terdiri dari: 1. Pemeriksaan Pendahuluan yang 

dapat dibagi menjadi penyelidikan, penyidikan, penuntutan; 2. Pemeriksaan di 

Pidang Pengadilan yang dapat dibagi menjadi persiapan sidang, persidangan 
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pengadilan negeri yang dipecah menjadi pemeriksaan identitas terdakwa, 

pembacaan surat dakwaan, eksepsi dan tanggapan eksepsi, pembuktian, tuntutan 

pidana (requisitoir), pledoi, replik, duplik, musyawarah majelis hakim, putusan; 

3. Upaya Hukum yang dapat dibagi menjadi Upaya Hukum Biasa dan Luar 

Biasa; 4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Kemudian akan dibahas mengenai 

Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian yang terdiri dari: 1. 

Alat bukti; 2. Sistem Pembuktian. 

   Dalam Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan akan dibahas mengenai hal 

ikhwal surat tuntutan (requisitoir) dalam perkara pidana. 

   Dalam Bab Penutup akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari 

penulisan skripsi ini. 


